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ABSTRAK

INFORMASI ARTIKEL

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan terkait
pemanfaatan pengelolaan risiko kepatuhan (Compliance Risk
Management) dalam rangka pengawasan kepatuhan kewajiban
perpajakan Wajib Pajak oleh Account Representative, serta
mengidentifikasi data dan/atau informasi yang dapat meningkatkan
keandalan dalam penilaian risiko kepatuhan Wajib Pajak. Penelitian
ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus.
Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam kepada
Responden Penelitian, serta telaah atas dokumen. Pemilihan
Responden dilakukan berdasarkan theoretical sampling. Data yang
diperoleh telah dianalisis melalui tahapan reduksi data, penyajian
data, dan penarikan kesimpulan. Pengelolaan risiko kepatuhan
Wajib Pajak merupakan hubungan antara pemenuhan kewajiban
perpajakan oleh Wajib Pajak dan dampak fiskal yang dihasilkan,
yang memberikan informasi terkait tingkat risiko kepatuhan Wajib
Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Ketersediaan
dan akurasi data Wajib Pajak akan mempengaruhi keandalan
informasi risiko kepatuhan Wajib Pajak, sehingga Account
Representative dapat menentukan Wajib Pajak yang menjadi
prioritas kegiatan pengawasan. Tahapan analisis dan klarifikasi atas
informasi  profil risiko Wajib Pajak dilaksanakan dan
didokumentasikan oleh Account Representative melalui Sistem
Administrasi, serta dilakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi
efektivitas pengawasan kepatuhan Wajib Pajak terhadap perubahan
perilaku kepatuhan Wajib Pajak. Pengembangan pengelolaan risiko
kepatuhan meliputi peningkatan basis data pembentuk risiko
kepatuhan, serta penerapan sistem inti administrasi perpajakan
sebagai sistem terintegrasi yang dapat diakses baik oleh Wajib Pajak
maupun Account Representative
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PENDAHULUAN
Indonesia menerapkan sistem perpajakan self-
assessment yang memberikan kewenangan
kepada Wajib Pajak untuk melaksanakan
kewajiban perpajakan. Direktorat Jenderal
Pajak (DJP) merupakan otoritas pajak di
Indonesia dengan tugas utama yaitu
merumuskan dan melaksanakan kebijakan
bidang perpajakan sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan vyang berlaku dalam
rangka mencapai tujuan sebagai penghimpun
penerimaan negara dari sektor perpajakan.
Salah satu indikator penilaian kinerja
penerimaan pajak yaitu Tax ratio. Tax ratio
mengukur realisasi penerimaan pajak terhadap
produk domestik bruto (PDB) (Kemenkeu,
2019). Tax ratio suatu negara berbanding lurus
dengan tingkat kepatuhan pembayaran pajak
oleh Wajib Pajak (Nurwanah et al., 2018).
Pemerintah  melalui  otoritas  pajak
melaksanakan beberapa langkah kebijakan
dalam rangka meningkatkan kepatuhan dan
pengawasan pajak, yaitu optimalisasi
penerimaan pajak, memberikan insentif pajak
yang tepat sasaran, dan melaksanakan program
reformasi perpajakan (Badan Kebijakan Fiskal,
2018). Program reformasi pajak dilaksanakan
oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam rangka
meningkatkan kepatuhan pajak, yaitu melalui
program reformasi kebijakan dan reformasi

administrasi perpajakan, untuk meningkatkan

tax ratio Indonesia (DJP, 2020b).
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Direktorat Jenderal Pajak bertugas
memastikan bahwa setiap Wajib Pajak telah
mematuhi ketentuan perpajakan yang berlaku
secara sukarela sesuai dengan prinsip self-
assessment. Pemenuhan kewajiban perpajakan
oleh Wajib Pajak (kepatuhan pajak) meliputi
empat kriteria, yaitu mendaftarkan sebagai
Wajib Pajak, tepat waktu dalam melaporkan
SPT, menyampaikan informasi yang lengkap dan
akurat dalam SPT, dan tepat waktu dalam
melakukan pembayaran pajak (OECD, 2004).
Direktorat Jenderal Pajak (DJP)
mengimplementasikan empat pilar kepatuhan
pajak, baik melalui kepatuhan pajak formal
maupun kepatuhan pajak material.
Ketidakpatuhan Wajib Pajak dalam rangka
pemenuhan kewajiban perpajakan merupakan
bagian dari sistem administrasi perpajakan,
oleh karena itu diperlukan serangkaian tindakan
untuk dapat mengidentifikasi dan memitigasi
risiko yang timbul (Europen Commisision,
2006). Kepatuhan pajak perusahaan
dipengaruhioleh proses pengelolaan risiko yang
diterapkan  oleh perusahaan  tersebut
(Lavermicocca & McKerchar, 2013). Otoritas
pajak harus mampu untuk mengendalikan
tingkat kepatuhan pajak pada level paling
rendah (OECD, 2004). Jika otoritas pajak dapat
melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan
baik, maka otoritas pajak akan memperoleh
kepercayaan yang tinggi dari Wajib Pajak serta

terwujudnya kepatuhan sukarela Wajib Pajak

(Hofmann et al., 2014). Oleh karena itu, otoritas
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pajak harus memiliki kemampuan untuk

mendeteksi kemungkinan terjadinya

pelanggaran ketentuan perpajakan, dan

menentukan sanksi perpajakan sehingga
memberikan efek jera pada Wajib Pajak yang
melakukan pelanggaran pajak (Andreoni et al.,
1998).

Pengelolaan risiko terkait kepatuhan Wajib
Pajak telah diterapkan otoritas pajak di
beberapa negara sebagai salah satu strategi
dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.
Australian Taxation Office (ATO) mengadopsi
cooperative  compliance  model  dalam
pengelolaan risiko kepatuhan Wajib Pajak,
dengan  mempelajari  faktor-faktor yang
mempengaruhi kepatuhan (Whait, 2012). The
Dutch Tax and Customs Administration (DTCA)
mengimplementasikan  pengelolaan  risiko
sebagai bentuk strategi penegakan hukum
pajak (European Commision, 2006). Dalam
laporan tahunan Otoritas Pajak dan Bea Cukai
Austria menyatakan bahwa pengelolaan risiko
diterapkan sebagai alat bantu dalam
menentukan prioritas audit Wajib Pajak tidak
patuh (Federal Ministry of Finance Republic of
Austria, 2020).

Selain Otoritas Pajak, pengelolaan risiko
kepatuhan juga diterapkan oleh berbagai
Perusahaan. Perusahaan-perusahaan besar di
Australia menerapkan pengelolaan risiko
kepatuhan  untuk  mengidentifikasi  dan
memitigasi risiko pajak, sehingga dapat
melaksakan kewajiban perpajakannya secara
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sukarela (voluntary compliance) (Lavermicocca
& McKerchar, 2012). Perusahaan di Belgia
menerapkan pengelolaan risiko kepatuhan
dengan harapan dapat menekan biaya audit
(Knechel & Willekens, 2006).

Dalam rangka meningkatkan tingkat
kepatuhan Wajib Pajak, salah satu langkah yang
dilakukan oleh DJP adalah mengembangkan dan
menerapkan Compliance Risk Management
(CRM) sebagai alat untuk mengelola risiko
kepatuhan Wajib Pajak. Melalui penerapan
CRM, sebuah organisasi diharapkan dapat fokus
pada berbagai faktor yang memberikan
pengaruh terbesar terhadap ketidakpatuhan
(Covington, 1999). Penerapan CRM oleh DIJP
diwujudkan dalam pengembangan berbasis
machine learning dengan memanfaatkan data
Wajib Pajak, baik data internal dalam sistem
administrasi perpajakan maupun data eksternal
dari pihak ketiga, sehingga menghasilkan peta
risiko kepatuhan Wajib Pajak (Diamendia &
Setyowati, 2021a). Peta risiko kepatuhan yang
dihasilkan CRM akan membantu Otoritas pajak
dalam melakukan profiling terhadap Wajib
Pajak, sehingga dapat digunakan sebagai dasar
pengambilan keputusan perlakuan pajak yang
tepat kepada masing-masing Wajib Pajak serta
memberikan perlakuan yang adil kepada Wajib
Pajak (Diamendia & Setyowati, 2021b).

Pengelolaan risiko kepatuhan dilakukan
dengan menilai  tingkat kemungkinan

ketidakpatuhan Wajib Pajak dan dampak fiskal

yang menyertainya, sehingga akan dihasilkan
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peta risiko atas Wajib Pajak tersebut dan
selanjutnya akan menjadi trigger bagi DIJP
dalam mengawasi dan melakukan pemeriksaan.
Pengawasan pemenuhan kewajiban perpajakan
secara langsung dilakukan oleh Account
Representative terhadap Wajib Pajak, baik
pengawasan tahun berjalan maupun tahun-
tahun sebelumnya.

Responden penelitian adalah Account
Representative yang memiliki kewenangan
melaksanakan fungsi pengawasan Wajib Pajak,
termasuk pengelolaan risiko kepatuhan Wajib
Pajak yang akan menghasilkan profil risiko
kepatuhan Wajib Pajak dan memberikan
rekomendasi perlakuan perpajakan yang tepat
terhadap Wajib Pajak. Dalam menindaklanjuti
hasil pengelolaan risiko, Account Representative
dapat mengidentifikasi data dan/atau informasi
lain yang dapat dimanfaatkan untuk
meningkatkan keandalan profil risiko Wajib
Pajak.

Penelitian ini dilakukan di unit vertikal
Direktorat Jenderal Pajak vyaitu Kantor
Pelayanan Pajak Madya Medan dan Kantor
Pelayanan Pajak Madya Dua Medan, yang
memiliki tugas untuk melaksanakan fungsi
pelayanan, penyuluhan, dan pengawasan
kepada Wajib Pajak Strategis di lingkungan
Kantor Wilayah DJP Sumatera Utara |. Pada
tahun 2021, realisasi penerimaan pajak Kantor
Pelayanan Pajak Madya Medan dan Kantor
Pelayanan Pajak Madya Dua Medan adalah
sebesar 65,8% dari total seluruh penerimaan
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pajak Kanwil DJP Sumatera Utara |, sedangkan
pada tahun 2022 target penerimaan pajak
Kantor Pelayanan Pajak Madya Medan dan
Kantor Pelayanan Pajak Madya Dua Medan
sebesar 68,5% dari target penerimaan pajak

Kantor Wilayah DJP Sumatera Utara I.

LANDASAN TEORI DAN TINJAUAN PUSTAKA
Teori Kepatuhan

Kepatuhan merupakan suatu keadaan dimana
standar atau aturan telah dilaksanakan.
Terwujudnya kepatuhan oleh berbagai faktor
dan rangkaian proses, dapat dipahami melalui
perspektif neo-institualis, norma sosial, dan
psikologis pihak-pihak yang terlibat dalam suatu
lingkungan tertentu (Etienne, 2010).

Perspektif neo-institualis menekankan
pada perilaku dan hubungan/interaksi,
termasuk prinsip kepercayaan, yang terjalin
antara pembuat standar dan
individu/sekelompok individu yang berada
dalam lingkungan standar tersebut berlaku.
menekankan pada

Perspektif  psikologi

bagaimana  individu/sekelompok individu
mengelola dan mengatasi kendala yang timbul
terkait tuntutan kepatuhan oleh regulator
(coercive power) (Braithwaite et al., 2007),
motivasi terkait kewajiban moral untuk menjadi
patuh dan adanya ancaman hukuman jika tidak
patuh (Scholz, 2003), serta pendapat Feld dan
Frey pada (Etienne, 2010) bahwa terdapat
psychological contract sehubungan dengan
faktor eksternal (pihak ketiga) dan motivasi

intrinsic individu untuk menjadi patuh.
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Kepatuhan pajak (tax compliance)
merupakan tujuan yang ingin dicapai oleh
otoritas pajak di dunia. Oleh karena itu,
dibutuhkan peran otoritas pajak serta
masyarakat dan/atau Wajib Pajak. Dalam suatu
kerangka kepatuhan pajak “slippery slope”
dinyatakan bahwa kekuasaan otoritas pajak dan
kepercayaan masyarakat/Wajib Pajak kepada
otoritas pajak merupakan dua faktor utama
yang mempengaruhi kepatuhan pajak (Kirchler
et al., 2008).

Kewenangan yang dimiliki otoritas pajak
saat melakukan  pengawasan terhadap
masyarakat dan/atau Wajib Pajak dalam
memenuhi kewajiban perpajakan, baik dengan
coercive power maupun legitimate power,
bertujuan untuk memperoleh kepercayaan
masyarakat dan/atau Wajib Pajak dan mencapai
kepatuhan pajak (Kirchler, 2019). Baik coercive
power maupun legitimate power otoritas pajak
berdampak pada kepercayaan
masyarakat/Wajib  Pajak, sehingga akan
mempengaruhi lingkungan interaksi antara
otoritas pajak dan masyarakat/ Wajib Pajak
serta memberikan alasan berbeda kepada
masyarakat/ Wajib Pajak untuk menjadi patuh
secara sukarela atau terpaksa (Hofmann et al.,
2014).

Kewajiban pembayaran pajak akan
dilakukan Wajib Pajak jika Pemerintah dan
Wajib  Pajak lainnya telah memenuhi
kewajibannya (Scholz, 2003). Kinerja otoritas
pajak  secara

langsung  mempengaruhi
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pemenuhan kewajiban perpajakan oleh Wajib
Pajak. Fungsi pelayanan dan pengawasan yang
dilakukan sesuai dengan tingkat kepatuhan
Wajib  Pajak akan menurunkan tingkat

penegakan hukum terhadap Wajib Pajak tidak
patuh.

Definisi Kepatuhan Pajak
Kepatuhan pajak dapat diartikan sebagai
pemenuhan kewajiban perpajakan oleh Wajib
Pajak (Nurmantu, 2003). Organization for
Economic Co-Operation and Development
(OECD, 2004) menyampaikan bahwa kepatuhan
pajak  merupakan  kondisi pemenuhan
kewajiban perpajakan meliputi pendaftaran
menjadi Wajib Pajak, melakukan pembayaran
kewajiban pajak terutang sebelum jatuh tempo
(tepat  waktu), memberikan informasi
perpajakan dalam laporan pajak Wajib Pajak
sebelum jatuh tempo (tepat waktu), serta
memberikan informasi yang lengkap dan akurat
dalam laporan pajak yang disampaikan.
Kepatuhan pajak dapat dipahami dengan
menggunakan pendekatan ekonomi maupun
perilaku (James & Alley, 2002). Pendekatan
ekonomi memandang bahwa Wajib Pajak
merupakan pihak yang fokus pada keuntungan
dan kerugian semata, dan berpotensi untuk
melakukan penghindaran pajak. Sedangkan
pendekatan perilaku memandang Wajib Pajak
sebagai warga negara yang baik, serta bersedia
untuk memenuhi kewajiban perpajakannya
sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku dan

secara sukarela.
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Dalam pelaksanaannya, otoritas pajak
melakukan pengawasan terhadap Wajib Pajak
dan memastikan bahwa Wajib Pajak telah
memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai
ketentuan perpajakan yang berlaku (Andreoni
et al., 1998). Kepatuhan pajak merupakan hasil
interaksi beberapa pihak terkait penerapan
aturan perpajakan, yaitu Pemerintah sebagai
pembuat aturan/kebijakan (regulator), otoritas
pajak sebagai pengawas pelaksanaan aturan,
dan masyarakat/Wajib Pajak sebagai pelaksana
aturan (Kirchler, 2019). Kredibilitas otoritas
pajak sebagai pengawas peaturan perpajakan
juga harus ditingkatkan sehingga dapat
mendukung tercapainya kepatuhan pajak
(Dularif & Rustiarini, 2022).

Perilaku kepatuhan Wajib Pajak
dipengaruhi antara lain oleh kemampuan
otoritas pajak dalam melakukan identifikasi
ketidakpatuhan dan pemberian sanksi kepada
Wajib Pajak, serta norma sosial di lingkungan
masyarakat terkait kepatuhan pajak (Alm et al.,
1995). Selain itu, kepercayaan Wajib Pajak
merupakan elemen penting bagi otoritas pajak
untuk menciptakan efektivitas penerapan
sanksi perpajakan dan penegakan ketentuan
perpajakan dalam rangka meningkatkan
kepatuhan Wajib Pajak (Ratmono, 2014). Dalam
rangka meningkatkan kepatuhan pajak, otoritas
pajak menerapkan sanksi perpajakan kepada
Wajib  Pajak. Jika Wajib Pajak tidak
melaksanakan kewajiban perpajakannya, maka
Wajib Pajak tersebut diberikan sanksi dengan
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harapan akan memberikan efek jera sehingga
dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak
(Prihandini, 2017).

Pemerintah dan otoritas pajak dapat
menyusun strategi dan kebijakan dalam upaya
meningkatkan kepatuhan pajak, dengan
mempertimbangkan aspek penegakan hukum,
peningkatan

layanan perpajakan, dan

perubahan  budaya  masyarakat dalam
melaksanakan kewajiban perpajakan (Alm,
2019). Wajib pajak akan memperoleh keadilan
dan kepuasan atas implementasi strategi dan
kebijakan tersebut, sehingga akan tumbuh rasa
percaya kepada  otoritas pajak  dan
mempengaruhi Wajib Pajak tersebut dalam
melaksanakan kewajiban perpajakan. Sistem
pemungutan pajak self-assessment yang
diterapkan di Indonesia memberikan
kewenangan sepenuhnya kepada Wajib Pajak
untuk memenuhi kewajiban perpajakannya
secara sukarela, sehingga berdampak pada
kegiatan penegakan hukum vyang akan
dilaksanakan dalam rangka meningkatkan
kepatuhan pajak (Sapiei et al., 2014).
Peningkatan kepatuhan pajak Wajib Pajak
merupakan salah satu strategi DJP dalam rangka
mengoptimalkan penerimaan pajak. Kepatuhan
pajak sukarela dapat dicapai melalui dengan
memberikan pelayanan dan edukasi kepada
Wajib Pajak, penerapan aturan dan prosedur
yang sederhana, serta mengembangkan
program pengelolaan atas risiko yang

kemungkinan akan mempengaruhi pemenuhan
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kewajiban perpajakan oleh Wajib Pajak (Russell,
2010). Kepatuhan Wajib Pajak yang tinggi
merupakan kontribusi dari kegiatan pelayanan,
edukasi, kehumasan, serta sinergi kegiatan
pengawasan dan penegakan hukum yang efektif
oleh DJP (DJP, 2020a). Wajib Pajak akan
memperoleh tingkat kepuasan yang tinggi jika
telah menerima pelayanan dan edukasi oleh DJP
kepada Wajib Pajak, sehingga diharapkan dapat
mengubah perilaku Wajib Pajak untuk patuh
dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Risiko terhadap penerimaan pajak
diakibatkan perilaku Wajib Pajak yang tidak
memenuhi kewajiban perpajakannya vyaitu
melakukan pendaftaran, pembayaran pajak dan
pelaporan SPT, serta kebenaran penyampaian
informasi pajak dalam SPT yang telah dilaporkan
(DJP, 2022). DJP mengidentifikasi kepatuhan
pajak yang meliputi kepatuhan formal dan
material (DJP, 2020b). Kepatuhan formal antara
lain pendaftaran sebagai Wajib Pajak, serta
membayar pajak terutang dan menyampaikan
SPT sebelum jatuh tempo (tepat waktu).
Sedangkan  kepatuhan  material terkait
kelengkapan dan akurasi informasi yang
disampaikan Wajib Pajak dalam SPT. Peran
otoritas pajak dalam melaksanakan fungsi
pengawasan dan penegakan hukum, serta
kepercayaan Wajib Pajak kepada otoritas pajak
akan mempengaruhi tingkat kepatuhan Wajib
Pajak (Kirchler, 2019).

Kepatuhan pajak Wajib Pajak merupakan
salah satu indikator kinerja utama untuk
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mengukur capaian sasaran strategis DJP.
Pengukuran indikator kinerja utama tersebut
meliputi  kepatuhan Wajib Pajak dalam
melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Wajib
Pajak Badan dan Orang Pribadi, serta
pembayaran oleh Wajib Pajak PP 23 dan non PP
23 (DJP, 2020a).

Compliance Risk Management (CRM)

Dalam rangka meningkatkan kepatuhan pajak,
otoritas pajak membutuhkan strategi
pengelolaan risiko (pengelolaan risiko) yang
meliputi proses identifikasi risiko, menilai dan
menentukan prioritas risiko, menganalisa
faktor-faktor yang mempengaruhi
ketidakpatuhan Wajib Pajak dan menentukan
berbagai tindakan yang dilaksanakan otoritas
pajak sebagai respon dari ketidakpatuhan Wajib
Pajak (Russell, 2010).

Berdasarkan SO 31000 tahun 2018,
pengelolaan risiko meliputi penilaian risiko,
yaitu identifikasi, analisis, dan evaluasi risiko,
serta perlakuan atas risiko yang timbul dari
proses komunikasi dan konsultasi (ISO, 2018).
European Commision (2006) menyatakan
pengelolaan risiko merupakan suatu proses
terstruktur meliputi identifikasi risiko, analisis
risiko, mengukur dan menentukan prioritas
risiko, menentukan tindak lanjut risiko, serta
melakukan evaluasi baik terhadap keseluruhan
proses pengelolaan risiko maupun dampak yang
dihasilkan (European Commision, 2006). OECD
(2004) menyampaikan bahwa Compliance risk

management (CRM) merupakan pengelolaan
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risiko kepatuhan secara sistematis dan
berkesinambungan yang bertujuan untuk
meningkatkan kualitas pengambilan keputusan
(OECD, 2004). CRM menekankan pada risiko
kewajiban

kepatuhan vyaitu pemenuhan

perpajakan oleh Wajib Pajak meliputi
pendaftaran, pengisian dan pelaporan laporan
perpajakan, serta pembayaran kewajiban
perpajakan.  Proses  pengelolaan risiko
kepatuhan (CRM) meliputi identifikasi risiko,
penilaian/pengukuran risiko, penentuan
prioritas risiko dan perlakuan yang tepat
terhadap risiko kepatuhan.

Penerapan CRM oleh Otoritas Pajak
meningkatkan kualitas pengambilan keputusan
terkait penentuan perlakuan pajak sesuai
tingkat kepatuhan Wajib Pajak, dengan harapan
berdampak pada kepatuhan Wajib Pajak yang
tinggi (Chooi, 2020). Selain itu, pengelolaan
risiko kepatuhan diharapkan dapat
meningkatkan kepatuhan pajak sukarela Wajib
Pajak yang akan memberikan dampak positif
bagi administrasi perpajakan dan penerimaan
pajak (ADB, 2020). Untuk mencapai efektivitas
pengelolaan risiko, Otoritas Pajak
membutuhkan dukungan berupa sumber daya
manusia yang kompeten, teknologi, dan
ketersediaan data. Tantangan yang dimiliki oleh
Otoritas Pajak bukan hanya keterbatasan
sumber daya (Covington, 1999), namun
bagaimana  mengoptimalkan  kemampuan
sumber daya manusia untuk mengelola data
dengan dukungan teknologi yang mumpuni.
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Pengelolaan risiko  kepatuhan telah
digunakan di banyak negara Asia Pasifik untuk
mengelola risiko terkait kepatuhan meliputi
risiko pelaporan SPT, pembayaran pajak,
penagihan pajak, dan audit (ADB, 2020).
Indonesia, adalah salah satu negara
berkembang di kawasan Asia Pasifik, telah
menetapkan program pengelolaan risiko
kepatuhan sebagai salah satu bentuk reformasi
administrasi Pemerintah di bidang perpajakan,
yang akan dimanfaatkan untuk melakukan
pengawasan dan penegakan hukum yang adil
dan transparan kepada Wajib Pajak (DJP,
2020b).

DJP menetapkan pengembangan CRM
sebagai bagian inisiatif strategis dalam rangka
meningkatkan kepatuhan pajak dan mencapai
target penerimaan. Pengelolaan risiko
kepatuhan (CRM) yang dikembangkan oleh DJP
merupakan proses pengelolaan risiko
kepatuhan Wajib Pajak secara sistematis
dengan memperhitungkan risiko pendaftaran
sebagai Wajib  Pajak, pelaporan SPT,
pembayaran pajak terutang, dan kebenaran
pelaporan SPT sehingga dapat menjadi dasar
pengambilan keputusan untuk menentukan
perlakuan perpajakan yang tepat bagi Wajib
Pajak, serta meningkatkan kepuasan layanan
dan kepatuhan Waijib Pajak. Pengelolaan risiko
kepatuhan dilakukan meliputi seluruh proses
bisnis yaitu fungsi edukasi, fungsi pelayanan,
fungsi penagihan, fungsi pemeriksaan dan

pengawasan, serta implementasi CRM transfer
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pricing dengan dukungan business intelligence.
Hasil pengelolaan risiko menghasilkan suatu
peta risiko kepatuhan yang menunjukkan
tingkat risiko kepatuhan Wajib Pajak, dengan
mempertimbangkan faktor tingkat

kemungkinan pemenuhan kewajiban
perpajakan dan dampak pajak ditimbulkan, dan
digambarkan dalam suatu diagram yang terdiri
dari sembilan kuadran risiko.

Otoritas Pajak harus memiliki data yang
cukup lengkap dan akurat, serta tidak
melanggar kerahasiaan data untuk menilai
risiko kepatuhan Wajib  Pajak dengan
menggunakan teknik data mining, data
matching, dan reviu kasus tertentu (OECD,
2004). Untuk meningkatkan efektivitas
penggunaan CRM, maka kualitas variabel data
yang digunakan sebagai faktor penilai risiko
harus andal (Chooi, 2020). Kualitas data yang
digunakan DJP, baik data internal maupun
eksternal, akan mempengaruhi validitas data
penyusun CRM (DJP, 2020a). Data vyang
dibutuhkan untuk melaksanakan pengelolaan
risiko kepatuhan dapat berasal dari data
internal maupun eksternal (Chooi, 2020).
Analisa risiko dilakukan atas basis data
diperoleh dari data perekonomian, informasi
yang disampaikan Wajib Pajak dalam SPT, data
administrasi perpajakan, data pihak ketiga
seperti perbankan, dan data yang tersedia di
internet (Europen Commisision, 2006). Kualitas
data yang digunakan sebagai indikator
kepatuhan dapat mempengaruhi efektivitas
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penerapan strategi oleh organisasi, yaitu data
yang telah dilakukan verifikasi dan validitas

sehingga integritas data terjamin (OECD, 2010).

Kantor Pelayanan Pajak Madya Medan dan
Kantor Pelayanan Pajak Madya Dua Medan
Peraturan Menteri Keuangan nomor
184/PMK.01/2020 tentang Perubahan atas PMK
nomor 210/PMK.01/2017 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Instansi Vertikal DJP antara lain
menyampaikan bahwa Kanwil DJP Sumetara
Utara | merupakan salah satu unit vertikal DJP di
provinsi Sumatera Utara.

Kanwil DJP Sumatera Utara | memiliki 9
(sembilan) Kantor Pelayanan Pajak (KPP), yang
terdiri dari 2 (dua) KPP Madya yaitu KPP Madya
Medan dan KPP Madya Dua Medan, serta 7
(tujuh) KPP Pratama. KPP Madya Medan dan
KPP Madya Dua Medan merupakan memiliki
tugas untuk melaksanakan fungsi pelayanan,
edukasi, pengawasan, dan penegakan hukum
Wajib Pajak Strategis di lingkungan Kanwil DJP
Sumatera Utara |. Fungsi pengawasan
dilaksanakan oleh Seksi Pengawasan,
sedangkan penegakan hukum dilaksanakan
oleh Seksi Pemeriksaan, termasuk Fungsional

Pemeriksa Pajak, dan Seksi Penagihan.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif
dengan pendekatan studi kasus. Penelitian
kualitatif merupakan penelitian yang bertujuan
untuk mengeksplor dan memahami makna yang

diberikan individu atau sekelompok individu
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terhadap permasalahan sosial (Creswell, 2009).
Penelitian kualitatif meliputi serangkaian teknik
untuk menginterpretasikan, menggambarkan,
dan menerjemahkan untuk memperoleh makna
dan pemahaman yang mendalam atas suatu
fenomena (Cooper & Schinler, 2014).

Dalam pendekatan studi kasus, peneliti
melakukan  eksplorasi secara mendalam
terhadap suatu peristiwa, program, kegiatan,
atau proses yang terjadi (Creswell, 2009).
Penelitian studi kasus pada akhirnya akan
menghasilkan gambaran utuh atas suatu
permasalahan, dengan berbagai sudut pandang
dan perspektif yang diperoleh melalui
pengumpulan data (Sekaran & Bougie, 2016).

Penelitian kualitatif diterapkan dalam
penelitian ini dengan tujuan untuk mengeksplor
penerapan CRM fungsi pemeriksaan dan
pengawasan oleh Account Representative-AR,
melakukan

dalam  rangka pengawasan

pelaksanaan kepatuhan Wajib Pajak.
Pendekatan studi kasus diterapkan dalam
penelitian  ini, yang bertujuan  untuk
memperoleh pemahaman komprehensif terkait
penerapan CRM fungsi pemeriksaan dan
pengawasan, dengan menggunakan sudut
pandang AR sebagai user. penelitian
dilaksanakan dengan melalui wawancara secara
mendalam kepada masing-masing responden
terpilih  (individual depth interview) dan
rekaman video

melakukan  dokumentasi

dan/atau audio (Cooper & Schinler, 2014).
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Sampel penelitian ditentukan dengan

pendekatan theoretical sampling, vyaitu
pemilihan responden yang memiliki keterkaitan
dengan pertanyaan penelitian posisi teoritis dan
kerangka analisis, sehingga dapat membangun
dan menguji teori yang sedang dibangun
(Mason, 2002). Responden dalam penelitian ini
terdiri  dari 13 (tiga belas) Account
Representative di Seksi Pengawasan, serta 2
(dua) Kepala Seksi yaitu Kepala Seksi
Pengawasan Kantor Pelayanan Pajak dan Kepala
Seksi Bimbingan Pengawasan Kantor Wilayah

DJP yang membawahi Account Representative.

HASIL PENELITIAN
Pengelompokan Wajib Pajak dalam Peta Risiko
Pengelompokan Wajib Pajak dalam peta risiko
kepatuhan dilakukan berdasarkan tingkat risiko
kepatuhan dan konsekuensi yang ditimbulkan
akibat ketidakpatuhan Wajib Pajak tersebut,
sehingga pada akhirnya akan meningkatkan
kualitas pengambilan keputusan otoritas pajak
terkait perlakuan perpajakan yang tepat kepada
Wajib Pajak tersebut. Pengelolaan risiko
kepatuhan Wajib Pajak dilakukan secara
sistematis dan berkelanjutan menghasilkan
profil tingkat risiko kepatuhan Wajib Pajak yang
digambarkan dalam suatu peta kepatuhan.
Dalam peta

kepatuhan, tingkat

kemungkinan  ketidakpatuhan pemenuhan
kewajiban perpajakan oleh Wajib Pajak
digambarkan dalam sumbu X, sedangkan
dampak fiskal sebagai konsekuensi atas
ketidakpatuhan Wajib Pajak digambarkan
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dalam sumbu Y. Pengelolaan risiko kepatuhan
meliputi proses analisis dengan memanfaatkan
data lainnya baik data yang diperoleh dari
internal DJP, dan data ILAP yang diperoleh dari
pihak eksternal. Peta kepatuhan Wajib Pajak
menghasilkan pengelompokan Wajib Pajak
berdasarkan tingkat risiko dan dampak fiskal
atas risiko Wajib Pajak, yang akan menghasilkan
rekomendasi perlakuan perpajakan yang tepat
diterapkan kepada Wajib Pajak tersebut. Peta
risiko kepatuhan menjadi salah satu elemen
dalam menentukan prioritas Wajib Pajak yang
akan dilakukan penggalian potensi, baik melalui
kegiatan pengawasan maupun pemeriksaan.
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak
nomor SE-05/PJ/2022 menyatakan bahwa
Wajib Pajak dengan risiko ketidakpatuhan tinggi
merupakan Wajib Pajak yang menjadi prioritas
DJP untuk melaksanakan tindakan pengawasan
atau penegakan hukum. Wajib Pajak yang
memiliki tingkat risiko tinggi menjadi prioritas
pengawasan oleh Account Representative, dan
sebaliknya Wajib Pajak yang berada pada
kuadran tingkat risiko rendah tidak menjadi
prioritas pengawasan walaupun terdapat
kemungkinan bahwa akan menjadi Wajib Pajak

yang dilakukan pengawasan.

Kesesuaian Informasi dalam Compliance Risk
Management (CRM) dengan Kepatuhan Wajib
Pajak yang Sesungguhnya

Peta kepatuhan hasil pengelolaan risiko
kepatuhan memberikan informasi terkait profil
risiko kepatuhan Wajib Pajak dalam pemenuhan
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kewajiban perpajakan yang sesungguhnya,
sehingga akan menjadi rekomendasi penerapan
perlakuan perpajakan yang tepat bagi Wajib
Pajak.

Data dan/atau informasi keluaran berupa
profil risiko kepatuhan Wajib Pajak tentunya
dipengaruhi oleh data dan/atau informasi
masukan terkait Wajib Pajak. Data yang
digunakan sebagai masukan antara lain adalah
data internal yang dimiliki oleh DJP dan tersedia
dalam Sistem Administrasi DJP, yaitu data
pembayaran pajak dan pelaporan Surat
Pemberitahuan (SPT) yang dilakukan oleh Wajib
Pajak secara self-assessment.

Pembayaran pajak yang divalidasi dengan
penerbitan Nomor Transaksi Penerimaan
Negara (NTPN) memberikan informasi terkait
jenis pajak, jumlah pajak yang dibayar, serta
waktu pembayaran pajak. Atas transaksi yang
dilakukan Wajib Pajak antara lain terdapat
dokumen Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan
dan Faktur Pajak atas pengenaan Pajak
Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas
Barang Mewah (PPn dan PPnBM), yang antara
lain memberikan informasi tentang pihak-pihak
yang melakukan transaksi, jenis transaksi, nilai
transaksi, serta pajak yang dipotong atau
dipungut. Selain itu, Wajib Pajak juga
menyampaikan Laporan Keuangan (untuk Wajib
Pajak Badan) dan lampiran penghitungan
penghasilan (Wajib Pajak Orang Pribadi) yang
merupakan bagian dari SPT yang disampaikan

oleh Wajib Pajak.
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Selain tersedianya data, baik data internal
maupun data eksternal, akurasi data menjadi
faktor yang mempengaruhi kualitas informasi
yang disajikan dalam peta risiko Wajib Pajak.
Data yang akurat akan meningkatkan keandalan
pengelolaan risiko kepatuhan, sehingga pada
akhirnya akan meningkatkan efektivitas
pemanfaatan CRM (Chooi, 2020). Akurasi data
Wajib Pajak sangat dipengaruhi oleh kebenaran
dan  kelengkapan Wajib  Pajak  dalam
menyampaikan datanya, baik dalam penentuan
besarnya pajak yang disetorkan maupun
informasi yang disampaikan dalam SPT Wajib
Pajak.

Profil risiko kepatuhan Wajib Pajak
menjadi salah satu elemen dalam menentukan
Wajib Pajak yang akan dilakukan pengawasan
oleh Account Representative. Analisa lanjutan
dilakukan terhadap Wajib Pajak tersebut
dengan mempertimbangkan data dan/atau
informasi lainnya sehingga akan diperoleh
kesimpulan terkait kesesuaian profil risiko
kepatuhan Wajib Pajak berdasarkan peta risiko
kepatuhan dengan tindak lanjut hasil profil
risiko  kepatuhan tersebut. Dalam  SE-
05/PJ/2022 disampaikan bahwa peta risiko
kepatuhan Wajib Pajak menjadi salah satu dasar
penentuan Wajib Pajak yang akan dilakukan
pengawasan oleh AR, yang ditetapkan dalam
suatu Daftar Prioritas Pengawasan (DPP).

Hubungan timbal balik tercipta antara
pelaporan dan penyetoran pajak, serta
kebenaran pelaporan Wajib Pajak vyang
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merupakan data masukan dalam pengelolaan
risiko kepatuhan, dengan informasi profil risiko
kepatuhan Wajib Pajak yang merupakan hasil

pengelolaan risiko kepatuhan.

Meningkatkan Keandalan Informasi
Kepatuhan Wajib Pajak

Sistem Administrasi DJP menyediakan data
Wajib Pajak, yang merupakan bahan baku
utama dalam pengelolaan risiko kepatuhan
Wajib Pajak. Semakin lengkap dan akurat data
yang tersedia, maka hasil pengelolaan risiko
kepatuhan akan menghasilkan informasi yang
semakin andal. Dengan sistem pemungutan
pajak self-assessment, Wajib Pajak memiliki
kewenangan penuh untuk melaksanakan
kewajiban perpajakannya, meliputi
penghitungan, perhitungan, pembayaran, dan
pelaporan pajak sendiri. Sedangkan Account
Representative memiliki kewenangan untuk
mengawasi  apakah  seluruh  kewajiban
perpajakan telah dilaksanakan oleh Wajib Pajak
sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Profil kepatuhan Wajib Pajak yang disajikan
dalam peta kepatuhan merupakan trigger untuk
melakukan  analisa  terhadap  informasi
kepatuhan Wajib Pajak dengan memanfaatkan
data internal maupun pihak ketiga yang
disajikan dalam Sistem Administrasi DJP. Analisa
terhadap informasi kepatuhan Wajib Pajak akan
meningkatkan keandalan informasi pengelolaan
risiko kepatuhan yang telah disajikan

sebelumnya.
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Setelah dilakukan analisa, maka Account
Representative akan melakukan klarifikasi
kepada Wajib Pajak melalui korespondensi
Surat Permintaan Penjelasan atas Data
dan/atau Keterangan. Seluruh kegiatan yang
dilaksanakan oleh Account Representative akan
didokumentasikan dalam Sistem Administrasi,
sehingga dapat dilakukan pemantauan dan
evaluasi atas efektivitas pengawasan kepatuhan
Wajib Pajak terhadap perilaku kepatuhan Wajib
Pajak. Penerapan CRM oleh Otoritas Pajak
diharapkan akan  meningkatkan  tingkat
kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan
kewajiban perpajakannya (Chooi, 2020).
Pengawasan dan klarifikasi berdasarkan risiko
kepatuhan yang dilakukan terhadap Waijib Pajak
diharapkan akan merubah perilaku Wajib Pajak
menjadi lebih patuh, dan profil kepatuhan
pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak
meningkat bila dibandingkan dengan sebelum
dilakukan pengawasan dan klarifikasi.

Dalam melaksanakan analisa terhadap
profil kepatuhan Wajib Pajak, Account
Representative memerlukan data-data lain yang
dapat meningkatkan keandalan informasi
kepatuhan Wajib Pajak. Data yang diperlukan
antara lain data eksternal yang diperoleh
melalui ILAP. Data yang diperoleh dari pihak
eksternal merupakan salah satu faktor yang
digunakan untuk menilai risiko kepatuhan Wajib
Pajak, baik yang dapat dimanfaatkan langsung
seperti data pinjaman terhadap jumlah aset
Wajib Pajak maupun data yang dapat

https://doi.org/10.22146/abis.v13i4.110036
Copyright©2025 THE AUTHOR (S).

270

mencerminkan profil bisnis Wajib Pajak. Selain

data dari pihak eksternal, Account
Representative juga mengharapkan tersedia
informasi terkait riwayat komunikasi dengan
Wajib Pajak dan feedback Wajib Pajak terhadap
klarifikasi korespondensi, yang dapat menjadi
faktor untuk menilai risiko kepatuhan Wajib
Pajak. Jika Wajib Pajak kooperatif dalam
memberikan feedback dan komunikasi, maka
hal itu akan menurunkan tingkat risiko Wajib
Pajak dalam pemenuhan kewajiban
perpajakannya.

Pengelolaan risiko kepatuhan Wajib Pajak
tidak bisa dilepaskan dari pengembangan
Sistem Administrasi DJP, yang diharapkan akan
mendukung pelaksanaan tugas DJP. Sistem Inti
Administrasi Perpajakan (Core Tax
Administration System) merupakan sistem
administrasi perpajakan terpadu yang berbasis
teknologi yang bertujuan untuk memberikan
kemudahan bagi Wajib  Pajak  untuk
melaksanakan kewajiban perpajakannya, serta
meningkatkan efisiensi proses administrasi
perpajakan bagi Wajib Pajak dan otoritas pajak.
Data Waijib Pajak yang terintegrasi dalam Core
Tax Administration System menghasilkan
informasi  terkait pelaksanaan kewajiban
perpajakan oleh  Wajib  Pajak  secara
menyeluruh, sehingga dapat menjadi data
masukan yang lebih andal dalam rangka
pengelolaan risiko kepatuhan Wajib Pajak.

Pengelolaan risiko dengan data masukan

yang andal diharapkan menghasilkan informasi

https://jurnal.ugm.ac.id/abis

This article is distributed under a Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International licence
ABIS: Accounting and Business Information Systems Journal is Published Magister Akuntansi,

Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Gadjah Mada


https://doi.org/10.22146/abis.v%25vi%25i.110037
https://jurnal.ugm.ac.id/abis

ABIS: Accounting and Business Information Systems Journal

tingkat risiko kepatuhan yang mencerminkan
risiko kepatuhan Wajib Pajak, sehingga dapat
memberikan keadilan bagi Wajib Pajak untuk
memperoleh perlakuan perpajakan yang sesuai
dengan tingkat risiko kepatuhannya. Bagi
Account  Representative  yang  memiliki
kewenangan untuk melaksanakan fungsi
pengawasan di DJP, Core Tax Administration
memberikan

System berdampak pada

pelaksanaan pengawasan pelaksanaan
kepatuhan Wajib Pajak yang lebih efisien dalam
rangka meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak,
serta memberikan penerimaan pajak yang
optimal sebagai dampak fiskal atas kepatuhan

Wajib Pajak.

KESIMPULAN

Hasil pengelolaan risiko kepatuhan (CRM)
disajikan dalam suatu peta risiko kepatuhan
yang menunjukan pengelompokan Wajib Pajak
sesuai dengan profil risiko kepatuhannya,
sehingga dapat memberikan rekomendasi
perlakuan perpajakan yang tepat kepada Wajib
Pajak. Peta

kepatuhan  menggambarkan

hubungan antara tingkat kemungkinan
pemenuhan kewajiban perpajakan oleh Wajib
Pajak dan dampak fiskal akibat Wajib Pajak yang

tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya.
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Pengelompokan Wajib Pajak dalam Peta Risiko

* Faktor Pembentuk Risiko CRM
* Prioritas Pengawasan

Kesesuaian Informasi dalam Peta Kepatuhan dengan Kepatuhan Wajib
Pajak yang Sesungguhnya

» Kualitas Informasi Risiko Wajib Pajak
* Wajib Pajak dalam Pengawasan

Meningkatkan Keandalan Informasi Kepatuhan Wajib Pajak

* Tindak Lanjut Informasi Kepatuhan CRM
» Pengembangan Pengelolaan Risiko Kepatuhan

Gambar 1. Simpulan Penelitian

Pengelompokan Wajib Pajak dalam Peta
Kepatuhan dipengaruhi oleh 2 (dua) faktor yaitu
kemungkinan ketidakpatuhan Wajib Pajak
dalam melaksanakan kewajiban perpajakan dan
faktor dampak fiskal akibat ketidakpatuhan
Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban
perpajakan. Semakin tinggi ketidakpatuhan
Wajib Pajak melaksanakan pelaporan dan
pembayaran pajak tepat waktu, serta
melaporkan pajak dengan lengkap dan benar,
maka semakin tinggi penerimaan pajak yang
hilang. Wajib Pajak yang memiliki profil risiko
ketidakpatuhan tinggi menjadi prioritas Account
Representative dalam melaksanakan
pengawasan kewajiban perpajakan.

Profil risiko kepatuhan Wajib Pajak yang
disajikan dalam Peta Kepatuhan merupakan
hasil pengolahan data dan/atau informasi Wajib
Pajak pada Sistem Adminitrasi Perpajakan pada
periode waktu tertentu. Ketersediaan dan
akurasi data mempengaruhi  keandalan
informasi profil risiko kepatuhan Wajib Pajak.

Profil risiko kepatuhan Wajib Pajak akan
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ditindaklanjuti oleh Account Representative dan
menjadi pertimbangan dalam menentukan
Wajib Pajak yang menjadi prioritas pengawasan
pada waktu tertentu.

Pengawasan Wajib Pajak prioritas
pengawasan dilakukan dengan melakukan
klafirikasi terhadap data Wajib Pajak, baik data
internal maupun data eksternal. Seluruh
kegiatan pengawasan Wajib Pajak
didokumentasikan dalam Sistem Administrasi
dan selanjutnya dilaksanakan pemantauan dan
evaluasi efektivitas pengawasan kepatuhan
Wajib Pajak terhadap perilaku kepatuhan Wajib
Pajak. Meningkatkan variasi data yang
digunakan sebagai input dalam pengelolaan
risiko kepatuhan Wajib Pajak, serta melakukan
pengembangan sistem inti administrasi
perpajakan yang merupakan sistem terintegrasi
yang dapat diakses baik oleh Wajib Pajak
maupun Account Representative.

Penelitian ini fokus kepada pemanfaatan
hasil pengelolaan risiko kepatuhan oleh Account
Representative sesuai dengan fungsi
pengawasan yang merupakan kewenangan
Seksi Pengawasan di Kantor Pelayanan Pajak
(KPP). Pelaksanaan penelitian dilakukan di KPP
Madya Medan dan KPP Madya Dua Medan yang
memiliki kewenangan terhadap Wajib Pajak
Strategis di suatu Kantor Wilayah. Penelitian
selanjutnya dapat dilakukan di unit vertikal lain
seperti KPP Pratama yang memiliki kewenangan
atas Wajib Pajak Strategis dan Wajib Pajak
Kewilayahan. Selain itu, lokasi unit vertikal juga
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dapat memengaruhi hasil penelitian dengan

analisis dan pembahasan yang berbeda.
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